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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012  NOMOR :   2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR  2  TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 
Magelang perlu menambah modal dasar yang dimiliki 
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 
Magelang;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum 
dalam pelaksanaan penambahan modal dasar dan 
penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka 
Usaha Kabupaten Magelang perlu melakukan 
perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan 
Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten 
Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);
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8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II 
Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 
Nomor 17 Seri E Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 
Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka 
Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan 

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG 
NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN 
DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG.

Pasal I

Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 Peraturan Daerah 
Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah 
Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2009 Nomor 6) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) 
Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2009 
tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 6) disisipkan 2 (dua) ayat 
yakni ayat (4a) dan (4b) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Modal PDAU merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
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